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Keterbukaan Informasi Transaksi Afiliasi dalam Rangka Rencana Transaksi Pemberian Pinjaman
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. UMUM

A. Umum

Perseroan dahulu merupakan Perusahaan Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah
No. 64 Tahun 1961 tanggal 29 Maret 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Widjaja Karja dengan
nama Perusahaan Negara Bangunan Widjaja Karja. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah
No. 40 Tahun 1971 tanggal 22 Juli 1971, Perusahaan Negara Bangunan Widjaja Karja dinyatakan bubar
dan dan dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yang didirikan berdasarkan
Hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas No. 110
tanggal 20 Desember 1972, yang dibuat di hadapan Dian Paramita Tamzil, pengganti dari Djojo
Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta juncto akta Perubahan No. 106 tanggal 17 April 1973 yang dibuat di
hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri
Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No.Y.A.5/165/14 tanggal 8 Mei
1973 serta telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 1723 dan 1724 tanggal
16 Mei 1973 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 683 BNRI No. 76 tanggal 21 September 1973
(“Akta Pendirian Perseroan”).

Sebagaimana yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2007 Tentang Perubahan
Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya, Perseroan melaksanakan penawaran umum perdana saham
(Initial Public Offering) yang diikuti dengan perubahan status dan nama menjadi PT Wijaya Karya
(Persero) Thk. dan melakukan resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek pada tanggal 29 Oktober
2007 (“Penawaran Umum Perdana”).

Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Thk. atau disingkat
PT Wijaya Karya (Persero) Thk ("Perseroan"). Struktur permodalan Perseroan sesuai dengan Akta No.
34 tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, telah
memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat
Keputusan No. AHU-0047322.AH.01.02. tahun 2020 tanggal 13 Juli 2020 (“Akta No. 34/2020").

B. Kegiatan Usaha

Berusaha dalam bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan,
investasi, agro industri, industri energi, energi terbarukan dan energi konversi, penyelenggaraan
perkeretaapian, penyelenggaraan pelabuhan, penyelenggaraan kebandarudaraan, logistik,
perdagangan, engineering procurement construction, pengembangan dan pengelolaan kawasan,
layanan peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, teknologi informasi, jasa enjinering dan
perencanaan, investasi dan/atau pengelolaan usaha di bidang prasarana dan sarana dasar
(infrastruktur) untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat
untuk mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-
prinsip Perseroan Terbatas.



C. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Struktur permodalan Perseroan sesuai dengan Akta No. 34 tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat di
hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0047322.AH.01.02. Tahun
2020 tanggal 13 Juli 2020 dan berdasarkan keterangan dari Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur
kepemilikan saham Perseroan per tanggal 30 November 2020 adalah sebagai berikut :

Nilai Nominal
Keterangan Jumlah Saham (Rp. 100,00) %
per lembar saham
Modal Dasar -
- Saham Seri A Dwiwarna 1 100
- Saham Seri B 34.999.999.999 3.499,999.999.900
35.000.000.000 3.500.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh:
1. Pemerintah Republik Indonesia
- Saham Seri A Dwiwarna 1 100
- Saham Seri B 5.834.849.999 583.484.999.900 65,05
2. Kepemilikan Anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan
- Agung Budi Waskito (Direktur 34.200 3.420.000 0,0003813
Utama)
- Ade Wahyu (Direktur Keuangan) 457.435 45.743.500 0,0050996
3. Masyarakat dengan Kepemilikan 3.134.609.737 313.460.973.700 34,94
dibawah 5%
Jumlah Modal Ditempatkan 8.969.951.372 896.995.137.200 100,00

dan Disetor Penuh

Jumlah Saham dalam Portepel

26.030.048.628

2.603 .004.862.800

D. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

1. Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta No. 33 tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris
di Jakarta yang pemberitahuannya telah dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0250827, tanggal 16 Juni 2020 susunan Dewan Komisaris
Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut :

Komisaris Utama
Komisaris

Komisaris

Komisaris

Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen

Jarot Widyoko
Edy Sudarmanto
Firdaus Al

Satya Bhakti Parikesit

Adityawarman

Harris Arthur Hedar
Suryo Hapsoro Tri Utomo



2. Direksi

Berdasarkan Akta No. 33 tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris
di Jakarta yang pemberitahuannya telah dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0250827, tanggal 16 Juni 2020 susunan Direksi Perseroan pada
tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut :

Direktur Utama ] Agung Budi Waskito
Direktur Keuangan ; Ade Wahyu

Direktur Quality, Health, Safety

and Environment : Rudy Hartono
Direktur Human Capital

dan Pengembangan : Mursyid

Direktur Operasi | : Hananto Aji

Direktur Operasill ! Harum Akhmad Zuhdi
Direktur Operasi llI : Sugeng Rochadi
Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.84/DK/WIKA/2020 tanggal 8 Oktober 2020,
susunan Komite Audit pada saat Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut :

Ketua merangkap Anggota : Suryo Hapsoro Tri Utomo
Wakil Ketua merangkap Anggota Adityawarman

Anggota : Nirsihing Asmoro
Anggota ! Nanda A. Wijayanti

Sekretaris Perusahaan
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.SK.02.01/A.DIR.04640/2019 tanggal 28 Mei 2019,
Sekretaris Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut :

Nama ! Mahendra Vijaya

Alamat Kantor - JI. D.1. Panjaitan Kav.10 Jakarta 13340, Indonesia
No. Telepon ! (021) 8067 9200

No. Fax : (021) 2289 3830

Email : investor.relations@wika.co.id



Il. INFORMASI TENTANG RENCANA TRANSAKSI —‘

PT Wijaya Karya (Persero) Thk untuk selanjutnya disingkat “Perseroan”, saat ini merupakan pemegang
saham PT Wijaya Karya Serang Panimbang untuk selanjutnya disingkat “WSP” sebesar 83,42%.

Dalam rangka memperoleh dana untuk pembayaran kontraktor guna mendukung kelancaran Proyek
Jalan Tol Serang Panimbang, Perseroan memberikan pinjaman pemegang saham (shareholder loan)
kepada WSP sebesar Rp2.347.269.083.084 (dua triliun tiga ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus
enam puluh sembilan juta delapan puluh tiga ribu delapan puluh empat rupiah) (selanjutnya disebut
“Rencana Transaksi”).

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/P0JK.04/2020 tanggal
2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK 42/2020”) dan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020
tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK 17/2020”), Perseroan berpendapat
bahwa Rencana Transaksiini:

1. Merupakan Transaksi Afiliasi karena Perseroan adalah salah satu pemegang saham WSP dengan
kepemilikan saham sebesar 83,429%. Selain itu berdasarkan susunan kepengurusan juga terdapat
hubungan afiliasi dimana salah satu Anggota Direksi Perseroan, yaitu Direktur Operasi |
merangkap jabatan selaku Komisaris Utama WSP.

2. Bukan merupakan Transaksi Material, karena Rencana Transaksi pemberian pinjaman pemegang
saham sebesar Rp2.347.269.083.084 (dua triliun tiga ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus
enam puluh sembilan juta delapan puluh tiga ribu delapan puluh empat rupiah) apabila
dibandingkan dengan ekuitas Perseroan pada periode 30 Juni 2020 sebesar
Rp16.223.892.679.000 (enam belas triliun dua ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus sembilan
puluh dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), Rencana Transaksi ini hanya senilai
14,47% dari total ekuitas Perseroan.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama,
bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran informasi yang disajikan dan setelah
mengadakan penelitian dan pemeriksaan yang cukup, dan sepanjang yang diketahui dan diyakini,
menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta
material yang disembunyikan atau tidak diungkapkan yang dapat membuat atau mengakibatkan
informasi atau fakta material menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

KETERANGAN TENTANG RENCANA TRANSAKSI AFILIASI

Perseroan menyampaikan informasi terkait dengan Rencana Transaksi yaitu pemberian pinjaman
pemegang saham (shareholder loan) sebesar sebesar Rp2.347.269.083.084 (dua triliun tiga ratus
empat puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh sembilan juta delapan puluh tiga ribu delapan puluh
empat rupiah) kepada WSP, berdasarkan persetujuan dari :

a. Surat Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan Nomor 115/DK/WIKA/2020 tanggal 22 Desember
2020 perihal Pemberian Pinjaman Pemegang Saham (shareholder loan) PT Wijaya Karya (Persero)
Thk pada PT Wijaya Karya Serang Panimbang;



b. Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat PT Wijaya Karya Serang Panimbang Nomor
MJ.01.01/PS.WSP.009/2020 tanggal 23 Desember 2020;

yang pada intinya menyetujui melakukan pemberian pinjaman pemegang saham (shareholder loan)
PT Wijaya Karya (Persero) Thk pada PT Wijaya Karya Serang Panimbang yang ditujukan untuk
kebutuhan dana dalam rangka pembayaran progres pekerjaan kontraktor Paket 1 Jalan Tol Serang

Panimbang.

lIl. MANFAAT RENCANA TRANSAKSI

e  WSP selaku Anak Perusahaan Perseroan dapat dengan segera memperoleh dana untuk

pembayaran kontraktor sehingga dapat memperlancar kegiatan pembangunan jalan tol.

e  Membantu target penyelesaian ruas jalan tol yang direncanakan WSP agar selesai sesuai jadwal

operasional.

IV. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI

Hubungan Afiliasi Dari Segi Kepemilikan

Perseroan merupakan salah satu pemegang saham di WSP dengan kepemilikan sebesar 83,42%

Gambar Struktur Pemegang Saham WSP

PT Pembangunan
Perumahan (Persero) Thk

83,42%

15,64%

PT Jababeka
Infrastruktur

0,94%

PT Wijaya Karya Serang Panimbang

Hubungan Afiliasi Dari Segi Kepengurusan
Salah seorang Anggota Direksi Perseroan, yaitu Direktur Operasi| merangkap jabatan selaku Komisaris

Utama WSP.

V. PIHAK INDEPENDEN DAN RINGKASAN PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN

-

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Doli Siregar & Rekan (“KJPP DSR atau Penilai”)
sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi. Penilai
independen menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak

langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Berikut adalah ringkasan Laporan Pendapat Atas Kewajaran Rencana Transaksi penambahan pinjaman
pemegang saham (shareholder loan) kepada WSP oleh Perseroan yang termuat dalam Laporan

Pendapat Kewajaran Nomor 018/2.0042-00/FO/03/0405/1/X11/2020 tanggal 28 Desember 2020 :



Pihak-Pihak yang Terkait dalam Rencana Transaksi

Pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi yaitu :

e PT Wijaya Karya (Persero) Thk adalah induk perusahaan PT Wijaya Karya Serang
Panimbang dengan kepemilikan 83,42% dan sebagai pihak yang memberikan fasilitas
pinjaman.

e PT Wijaya Karya Serang Panimbang adalah Anak Perusahaan Perseroan dan sebagai
pihak yang menerima fasilitas pinjaman.

Obyek Penilaian

Objek penilaian adalah rencana transaksi pemberian pinjaman pemegang saham (shareholder
loan) dari Perseroan dengan jumlah Rp2.34/.269.083.084 (dua triliun tiga ratus empat puluh
tujuh miliar dua ratus enam puluh sembilan juta delapan puluh tiga ribu delapan puluh empat
rupiah) kepada WSP.

Maksud dan Tujuan Penilaian

Laporan Pendapat Kewajaran ini bertujuan untuk mengkaji kewajaran atas Rencana Transaksi,
yang berhubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.04/2020 tentang
Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Asumsi dan Kondisi Pembatas

Pendapat kewajaran ini hanya dapat digunakan sehubungan dengan Rencana Transaksi yang
akan dilaksanakan dan tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan lain. Pendapat kewajaran ini
juga tidak dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi persetujuan atau tidak menyetujui
Rencana Transaksi atau mengambil tindakan tertentu atas Rencana Transaksi tersebut.

Pihak ketiga yang ditunjuk untuk memberikan Pendapat Kewajaran Transaksi adalah KIPP DSR
yang diharapkan dapat melakukan kajian secara obyektif dan independen, sesuai dengan
pérsetujuan atas Proposal Nomor : DSR-C-C/FO/AFS/XI1/20/0752 tanggal 14 Desember 2020 dan
Perjanjian Nomor KU.02.01/A.KEU.07973/2020 tanggal 15 Desember 2020.

Dalam penyusunan pendapat independen ini, Penilai menggunakan beberapa asumsi,
antara lain :

1. Mengasumsikan bahwa sejak Rencana Transaksi hingga penerbitan pendapat kewajaran
ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap Rencana
Transaksi.

Z. Mengasumsikan bahwa Perseroan mentaati semua peraturan yang ditetapkan
pemerintah, khususnya yang terkait dengan operasional Perseroan, baik di masa lalu
maupun di masa mendatang.

3. Mengasumsikan bahwa legalitas yang dimiliki oleh Perseroan tidak ada masalah baik
secara hukum atau masalah lainnya baik sebelum maupun setelah Rencana Transaksi.

4, Mengasumsikan bahwa Perseroan telah dan akan memenuhi kewajiban yang berkenaan
dengan perpajakan, retribusi dan pungutan-pungutan lainnya sesuai dengan peraturan
yang berlaku.

5. Telah dilakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses
penilaian.

6.  Laporan Pendapat Kewajaran ini bersifat non-disclaimer opinion.

7.  Pendapat kewajaran merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat
informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.



10.

11.

12.

13;

14.

15.

Penilai bertanggung jawab atas pendapat kewajaran dan kesimpulan pendapat
kewajaran.

Penilai telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam
perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Rencana Transaksi dari Perseroan.

Laporan disusun hanya untuk maksud dan tujuan sesuai dengan yang dicantumkan pada
laporan. Penilai tidak bertanggung jawab kepada pihak lain selain Pemberi Tugas
dimaksud. Pihak lain yang menggunakan laporan ini bertanggung jawab atas segala resiko
yang timbul.

Penilai tidak melakukan penelitian dan penyelidikan yang ada hubungannya dengan
kebenaran legalitas serta hutang piutang yang mengakibatkan kerugian atas properti
yang dinilai karena bukan merupakan ruang lingkup pekerjaan penilai. Penilai berasumsi
bahwa obyek yang dinilai tersebut telah bebas dari segala tuntutan hukum.

Inspeksi lapangan yang Penilai lakukan hanyalah terhadap kondisi aset yang dikemukakan
dalam laporan ini adalah merupakan kondisi yang terlihat. Sehingga tidak dimaksudkan
untuk memeriksa kondisi properti di bawah permukaan tanah/air, tidak menyelidiki
kelayakan konstruksi (building audit) dan tidak menyelidiki kondisi teknis secara detail.
Penilai tidak melakukan penyelidikan atas masalah lingkungan yang berkaitan dengan
pencemaran. Apabila tidak diinformasikan lain. Penilaian didasarkan pada asumsi
mengenai tidak adanya pencemaran yang dapat berpengaruh terhadap nilai.

Penilai tidak berkewajiban untuk memberikan kesaksian atau hadir di depan pengadilan
atau pejabat pemerintah. Jika hal tersebut tidak terkait dengan maksud dan tujuan
laporan ini serta di luar ruang lingkup dari penugasan.

Jika dikemudian hari Penilai diminta untuk memberikan penjelasan dan pemaparan yang
dilakukan diluar wilayah kerja kantor Penilai maupun kepada pihak selain pemberi tugas
dan pengguna jasa, maka segala bentuk biaya yang timbul menjadi beban pemberi tugas.

Metodologi Pengkajian Kewajaran Rencana Transaksi
Dalam melakukan evaluasi kewajaran atas Rencana Transaksi, kami melakukan analisis dengan

tahapan-tahapan sebagai berikut :

e Analisis Rencana Transaksi yang meliputi identifikasi dan hubungan antara pihak-pihak yang
terlibat Rencana Transaksi, analisis perjanjian dan persyaratan dalam Rencana Transaksi,
analisis manfaat dan risiko Rencana Transaksi.

e Analisis kualitatif atas Rencana Transaksi yang meliputi riwayat Perseroan dan kegiatan usaha
Perseroan, analisis industri, analisis operasional dan prospek Perseroan, analisis alasan
dilakukannya Rencana Transaksi, keuntungan dan kerugian Rencana Transaksi, analisis

dampak leverage, analisis dampak likuiditas, analisis dampak keuangan jika proyek gagal.

e Analisis kuantitatif atas Rencana Transaksi yang meliputi analisis laporan keuangan historikal

Perseroan, analisis rasio keuangan, analisis proyeksi keuangan, analisis keuangan sebelum dan
setelah Rencana Transaksi, analisis kemampuan melunasi pinjaman, analisis cash management
dan financial covenant, analisis yield, analisis nilai tambah.



V1. DAMPAK RENCANA TRANSAKSI TERHADAP KEUANGAN PERSEROAN (PROFORMA)

Berikut adalah proforma laporan keuangan Perseroan sebelum dan sesudah dilakukan
rencana transaksi :

Tabel Proforma Perseroan

Ringkasan Laporan Keuangan Proforma (Ribu Rupiah)

30 Juni 2020 30 Juni 2020
Deskripsi Sebelum Rencana Penyesuaian Setelah Rencana
Transaksi Transaksi
ASET
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas 7.068.854.297 (2.347.269.083) 4,721.585.214
Piutang Usaha
Pihak Berelasi 2.518.414.120 2.518.414.120
Pihak Ketiga 2.184.073.603 2.184.073.603
Piutang Ritensi
Pihak Berelasi 905.868.763 905.868.763
Pihak Ketiga 726.578.180 726.578.180
Piutang Bruto Pemberi Kerja
Pihak Berelasi 4.742.358.492 4.742.358.492
Pihak Ketiga 4.613.259.609 4.613.259.609
Piutang Yang Belum Ditagih
Bagian Lancar 2.694.635.519 2.694.635.519
Piutang Lain-lain
Pihak Berelasi 2.235.860.259 2.347.269.083 4.583.129.342
Pihak Ketiga 70.466.345 70.466.345
Persedian 8.415.586.178 8.415.586.178
Uang Muka 796.124.970 796.124.970
Pajak Dibayar Dimuka 2.190.055.906 2.190.055.906
Biaya Dibayar Dimuka 1.098.738.707 1.098.738.707
Jaminan Usaha 107.103.508 107.103.508
TOTAL ASET LANCAR 40.367.978.456 - 40.367.978.456
ASET TIDAK LANCAR
Piutang Lain-lain
Pihak Berelasi 1.855.594.763 1.855.594.763
Pihak Ketiga - -
Uang Muka 280.000.000 280.000.000
Aset Real Estate 1.282.220.459 1.282.229.459
Investasi Pada Entitas Asosiasi 1.699.406.928 1.699.406.928
Investasi Pada Ventura Bersama 3.342.311.013 3.342.311.013
Properti Investasi 2.163.982.902 2.163.982.902
Aset Tetap 4,976.260.609 4.976.260.609
Goodwill 4.847.052 4.847.052
Investasi Jangka Panjang Lainnya 633.689.921 633.689.921
Aset Tak Berwujud 2.825.982.001 2.825.,982.001
Aset Pajak Tangguhan 53.857.253 53.857.253
Aset Lain-lain 608.398.838 608.398.838
TOTAL ASET TIDAK LANCAR 19.726.560.739 - 19.726.560.739
JUMLAH ASET 60.094.539.195 - 60.094.539.195
LIABILITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Pinjaman Jangka Pendek
Pihak Berelasi 3.097.032.661 3.097.032.661
Pihak Ketiga 7.676.592.917 7.676.592.917
Utang Usaha
Pihak Berelasi 155.892.218 1565.892.218
Pihak Ketiga 11.424.647.339 11.424.647.339
Utang Lain-lain
Pihak Berelasi - 0
Pihak Ketiga 534.081.258 534.081.258
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30 Juni 2020 30 Juni 2020
Deskripsi Sebelum Rencana Penyesuaian Setelah Rencana
Transaksi Transaksi
Utang Pajak 353.676.532 353.676.532
Uang Muka dari Pelanggan 1.526.271.338 1.626.271.338
Beban Akrual 7.266.201.925 7.266.201.925
Pendapatan Diterima Dimuka 265.755.277 265.755.277
Bagian Jangka Pendek dari Jangka Panjang
Pinjaman Jangka Menengah 6.355.000.000 6.355.000.000
Utang Sewa Permbiayaan 73.601.678 73.601.678
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK 38.727.753.143 - 38.727.753.143
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja 193.152.822 193.152.822
Liabilitas Pajak Tangguhan 142.681.790 142.681.790
Uang Muka Proyek 1.190.718.237 1.190.718.237
Utang Lain-lain 441.693.048 441.693.048
Bagian Jangka Panjang

Pinjaman Jangka Menengah 1.763.422.076 1.763.422.076

Utang Sewa Permbiayaan 123.025.470 123.025.470
Pinjaman Jangka Panjang 1.288.199.930 1.288.199.930
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG 5.142.893.373 - 5.142.893.373
JUMLAH LIABILITAS 43.870.646.516 - 43.870.646.516
EKUITAS
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
Modal Ditempatkan dan Disetor 896.995.137 896.995.137

Modal Saham Diperoleh Kembali (110.000) (110.000)
Tambahan Modal disetor 6.555.498.737 6.555.498.737

Perubahan Ekuitas Entitas Anak 1.234.883.866 1.234.883.866
Surat Berharga Perpetual 597.600.000 597.600.000
Saldo Laba 4.469.560.190 4.469.560.190
Sub Total 13.754.427.930 - 13.754.427.930
Kepentingan Non Pengendali 2.469.464.749 2.469.464.749
TOTAL EKUITAS 16.223.892.679 - 16.223.892.679
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 60.094.539.195 - 60.094.539.195

Dampak keuangan atas Rencana Transaksi pemberian fasilitas pinjaman pemegang saham
kepada WSP yaitu adanya pengurangan Kas dan Setara Kas, dan penambahan piutang lain-
lain yaitu sebesar Rp2.347 miliar. Sementara itu dampak Rencana Transaksi terhadap rasio
likuditas dan rasio solvabiltas adalah sebagai berikut :

Dampak Rencana Transaksi Terhadap Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas (%)

Deskripsi Sebelum Rencana Transaksi  Setelah Rencana Transaksi
Rasio Likuiditas
Current Ratio 1,042 1,042
Cash Rasio 0,183 0,122
Rasio Solvabilitas
Deht to Total Aset Rasio 0,730 0,730
Debt to Equity Rasio 2,704 ! 2,704

Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi

Atas keseluruhan Transaksi dimana sudah tercermin dalam proyeksi dan analisis proforma yang
menunjukkan hasil yang positif, maka Penilai berpendapat bahwa Rencana Transaksi ini adalah
WAIJAR.
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VIl. PERNYATAAN DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN

1. Keterbukaan Informasi yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal

30 Desember 2020 telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam
POJK 42/2020;

2. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama, kami yakin bahwa Pernyataan
Keterbukaan Informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau
informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan;

3. Transaksi ini tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam
POJK 42/2020.

VIIL. INFORMAS| TAMBAHAN ]

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut diatas dapat menghubungi Perseroan pada
jam-jam kerja dengan alamat :

Sekretaris Perusahaan
PT Wijaya Karya (Persero) Thk

JI. D.I. Panjaitan Kav.10
Jakarta 13340, Indonesia

Telp. :(021) 8067 9200
Fax. :(021) 2289 3830
Email :investor.relations@wika.co.id
Situs web : www.wika.co.id

Hormat kami,
PT Wijaya Karya (Persero) Thk
Sekretariat Perusahaan,

Sekretaris Perusahaan

j
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